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BAB |

PENDAHULUAN

Pendahuluan pada bab 1 skripsi merupakan penjelasan awal yang bertujuan agar

@arfé pembaca dapat mengetahui hal utama yang akan dibahas pada laporan skripsi. Pada bab
O

El |n| terdapat beberapa sub bab yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan

Q

i

Zmasalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Q.
; Di dalam latar belakang masalah, terdapat penjelasan singkat mengenai variabel

(v}

erikat, fenomena yang berkaitan dengan variabel terikat, serta penjelasan singkat mengenai

-Buepun 1Bbun

ari}ibel bebas yang akan diuji. Kemudian pada identifikasi masalah, diuraikan masalah-

E)UEEUQ

magélah berdasarkan latar belakang dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan singkat.
Selz::tnjutnya, penulis akan membatasi pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di identifikasi
mas:alah pada batasan masalah. Kemudian dalam melakukan penelitian, penulis akan
mehemukan adanya keterbatasan untuk meneliti, maka penelitian akan dibatasi berdasarkan
aspek waktu, tempat, atau data obyek pada batasan penelitian. Pada rumusan masalah,
terdapat gabungan dari batasan masalah yang dibuat dalam satu kalimat tanya. Selanjutnya
di fjpjuan penelitian, merupakan jawaban dari tujuan batasan masalah. Kemudian terakhir
adééh manfaat penelitian yang merupakan uraian manfaat dari adanya penelitian ini untuk
befbagai pihak yang terkait.

Az Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan negara sebagian besar adalah berasal dari penerimaan pajak.

Y Hal tersebut dapat dilihat dari data realisasi penerimaan negara tahun 2016-2019, di
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mana penerimaan negara berupa pajak setiap tahunnya berkisar antara 78% hingga 83%
dibandingkan dengan penerimaan yang bukan pajak dan hibah (bps.go.id). Maka, sangat
jdibutuhkan peran dari pemerintah dalam mengoptimalisasi penerimaan pajak untuk
anegara, karena dalam menjalankan pemerintahannya negara akan membutuhkan dana
7yang besar untuk pembangunan nasional.
Seseorang bisa dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh adalah ketika dia sudah
melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Menurut Keputusan Menteri
:*Keuangan No. 544/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri
::Keuangan No. 74/PMK.03/2012, wajib pajak harus memenuhi persyaratan seperti tepat
iwaktu dalam menyampaikan SPT, tidak mempunyai tunggakan pajak, laporan keuangan
diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah, dan tidak
pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka
7;Naktu lima tahun terakhir. Maka, kesimpulan dari kepatuhan wajib pajak adalah ketika
wajib pajak sudah memenuhi berbagai persyaratan yang telah disebutkan.
Fenomena mengenai rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari realisasi
penerimaan pajak yang didapat pada tahun 2019. Target yang dibuat oleh pemerintah
juntuk penerimaan pajak di tahun 2019 adalah sebesar Rp1.577,56 triliun. Namun
?realisasi penerimaan pajak yang terkumpul hingga 31 Desember 2019 hanya Rp1.332,06
wtriliun, atau sebesar 84,4% dari target. Kemudian pada tahun 2020, pemerintah
;xmenargetkan penerimaan pajak sebesar Rpl1.254,05 triliun, yang kemudian direvisi
menjadi Rp1.198,82 triliun dikarenakan adanya insentif perpajakan akibat pandemi.

Namun realisasinya hanya didapat sebesar Rp1.069,98 triliun atau sebesar 89,25% dari

target (kemenkeu.go.id).
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Gambar 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2019
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Gambar 1. 2

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2020
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Sementara itu, pada tahun 2020 ini, diakibatkan adanya pandemi COVID-19 di
Indonesia, menyebabkan berbagai sektor usaha mengalami dampaknya, salah satunya
iadalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan adanya
cPembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), mengakibatkan banyak sektor usaha yang

itutup karena para pemilik usaha merasa omzet penjualannya menurun drastis. Sejak
Maret 2020, pemerintah memberikan insentif pajak penghasilan final ditanggung oleh
: bemerintah kepada wajib pajak UMKM yang membayar pajak dengan tarif 0,5% final
jari omzet yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020.
{:Namun, walaupun pemerintah sudah berbaik hati untuk memberikan insentif pajak
jersebut, menurut data Dirjen Pajak per 10 Juli 2020, total UMKM yang memanfaatkan
E'fasilitas PPh final UMKM ditanggung pemerintah hanya sebesar 10% dari total 2,3 juta
iWajib pajak UMKM yang terdaftar. Salah satu faktor rendahnya kepatuhan perpajakan
kini adalah selama pandemi COVID-19, banyak UMKM vyang tutup karena alasan yang
sudah disebutkan tadi, yaitu menurunnya omzet penjualan yang drastis. Dengan adanya
| bemikiran masyarakat Indonesia di saat seperti ini, banyak yang memanfaatkan

perkembangan teknologi dengan positif, sehingga saat ini banyak UMKM yang beralih

ike perdagangan secara digital atau online, yang biasa kita sebut e-commerce. (Roma

Hotmaria 2020, https://news.ddtc.co.id)

Pesatnya perkembangan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
‘thususnya internet dan media sosial, membuka peluang bisnis baru bagi para kaum
muda-mudi. Bisnis baru tersebut salah satunya adalah e-commerce, atau sering disebut
dengan online shop. Saat toko retail fisik mengalami pertumbuhan yang kurang

signifikan, pertumbuhan online shop siap menggeser eksistensi dari toko fisik yang

wselama ini telah dikenal luas di masyarakat. Masyarakat, terutama generasi muda, lebih
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suka berbelanja di online shop dikarenakan harga yang bisa dibandingkan lebih beragam,
tidak perlu datang langsung ke toko, dan barang yang dibeli dapat langsung diantar ke
:;allamat si pembeli. Berbagai kemudahan tersebut menjadikan online shop lebih menarik
adibandingkan toko fisik. Hal inilah yang membuat pertumbuhan online shop meningkat
7pesat. Angka tersebut tidak hanya didapat dari kota-kota besar tetapi juga kota kecil di
Indonesia yang telah terjangkau jaringan internet. Online shop dapat menguntungkan
kedua belah pihak, baik konsumen maupun penjual karena tidak perlu menyewa toko
“atau ruang untuk menjual yang dapat menyebabkan harga jual barang semakin naik.
::Dengan tidak perlu menyewa toko, biaya penjualan dapat ditekan, dan konsumen
"mendapatkan harga yang lebih kompetitif.
Besarnya transaksi online shop merupakan potensi pajak yang terabaikan karena
:belum ada undang-undang tegas yang mengatur mengenai perpajakan e-commerce. Hal
Wini disebabkan oleh perkembangan teknologi yang pesat sehingga tidak diantisipasi oleh
pembuat hukum. Sebelum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018
yang mengatur Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (E-Commerce) dikeluarkan, peraturan perpajakan e-commerce diatur dalam
jSurat Edaran Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas
?Transaksi E-Commerce. PMK ini seharusnya berlaku pada 1 April 2019, namun
wmakhirnya peraturan ini dicabut oleh Menteri Keuangan, dan kembali mengeluarkan
- »peraturan Nomor 31/PMK.010/2019 mengenai pencabutan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 210/PMK.010/2018 dengan alasan untuk menyesuaikan dengan perkembangan
keadaan. Alasan lainnya juga adalah karena peraturan ini dinilai menimbulkan
ambiguitas, seolah-olah pemerintah mengeluarkan jenis pajak baru yang akan merugikan

%para pemain bisnis digital, padahal isi peraturannya sama dengan bisnis biasa. Sehingga,

5
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untuk peraturan perpajakan e-commerce kembali dirujuk pada Surat Edaran Nomor SE-
©2/PJ/2013. Dalam SE-62/PJ/2013, dijelaskan bahwa pada prinsipnya, transaksi
:ioerdagangan barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik, yang selanjutnya disebut e-
acommerce sama dengan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa lainnya, tetapi
7berbeda dalam hal cara atau alat yang digunakan. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan
perlakuan perpajakan antara transaksi e-commerce dan transaksi perdagangan barang
dan/atau jasa lainnya.
c Dalam transaksi bisnis digital ini, ada beberapa potensi pajak yang dapat
::ditimbulkan, yang pertama adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Di dalam peraturan
"Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang kini telah diubah menjadi UU Nomor 42
Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak dan Penjualan atas

:Barang Mewah, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP),
Wyaitu pengusaha yang omzetnya mencapai Rp4,8 miliar per tahun, wajib memungut PPN
atas setiap transaksinya. Namun lagi-lagi belum ada kepastian bahwa apakah setiap
transaksi digital yang dilaksanakan pemilik online shop baik badan usaha atau orang
pribadi yang sudah tergolong PKP selama ini telah memungut PPN di dalamnya dan
jmenyetorkan ke kas negara. Hal inilah yang cukup sulit dideteksi, dikarenakan transaksi
?di online shop sangat berbeda dengan transaksi konvensional. Potensi pajak yang kedua
wadalah Pajak Penghasilan (PPh). Tak hanya pengenaan PPN dalam transaksi digital, para
;bemilik online shop juga wajib dikenakan PPh. Saat ini belum ada aturan khusus
mengenai perlakuan PPh atas pengusaha e-commerce, sehingga masih mengikuti
ketentuan pajak penghasilan secara umum. Untuk pemilik online shop sendiri yang
kebanyakan adalah dimiliki oleh Orang Pribadi, maka pengenaan pajaknya akan sama

%dengan PPh toko konvensional yang berlaku sejak Juli 2018, yaitu menggunakan PP

6
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Nomor 23 tahun 2018 yang bersifat final. Perlakuan pajak pemilik online shop dengan

penghasilan bruto atau omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun, dikenakan pajak
rsebesar 0,5% dari omzet, yang berlaku 3 tahun bagi WP Badan berbentuk Perseroan
aTerbatas (PT), dan 4 tahun bagi WP Badan berbentuk koperasi, CV, atau frma..

] Ada beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan jurnal penelitian terdahulu, penulis menemukan faktor yang kemungkinan
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu pemahaman mereka terhadap perpajakan,

“kesadaran mereka dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, tarif pajak yang

::ditentukan oleh pemerintah, sanksi yang dibuat jika mereka melanggar ketentuan

;berpajakan, serta lingkungan wajib pajak yang dapat mempengaruhi perilaku mereka

dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

x Pemahaman mengenai perpajakan adalah seberapa besar pemahaman ilmu yang
Wdimiliki wajib pajak mengenai manfaat yang bisa diberikan oleh pajak yang telah
dibayarkan ke kas negara. Sedangkan menurut Adiasa (2013), pemahaman perpajakan
adalah suatu proses wajib pajak dalam memahami dan mengetahui mengenai peraturan
dan undang-undang perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan
jperpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan lain-lain. Sehingga, dengan
?memiliki pemahaman mengenai perpajakan dan peraturannya, wajib pajak bisa memiliki
wnkesadaran untuk bisa patuh pada peraturan perpajakan. Penelitian terdahulu yang penulis
- ‘gunakan dalam membandingkan hasil uji pengaruh pemahaman perpajakan terhadap
kepatuhan wajib pajak ada tiga. Penelitian terdahulu yang dimiliki oleh Hasanah (2016),
hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh secara parsial terhadap

kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nelsi Arisandy (2017),

%hasilnya adalah pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

7
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wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Luh Putu Gita Cahyani dan
Naniek Noviari (2019), menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif
jterhadap kepatuhan wajib pajak.
Selain pemahaman mengenai perpajakan, faktor kesadaran akan perpajakan juga
7menjadi salah satu kemungkinan pengaruh kepatuhan wajib pajak. Kesadaran akan
perpajakan adalah keadaan di mana wajib pajak sudah menyadari pentingnya pajak bagi
pendapatan negara. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah self assessment, di
“mana wajib pajak dipercaya untuk bisa menghitung, membayar, dan melaporkan pajak
::sendiri. Sehingga dengan memiliki kesadaran akan pajak, maka memungkinkan wajib
ipajak akan mematuhi peraturan perpajakan dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib
pajak. Penelitian terdahulu yang penulis gunakan dalam membandingkan hasil uji
pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ada tiga. Hasil
Wpenelitian yang dilakukan oleh Rifa Arbangatin Hasanah (2016) adalah kesadaran wajib
pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian
penelitian yang dilakukan oleh Nelsi Arisandy (2017) hasilnya menunjukkan bahwa
kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
jSeIanjutnya hasil penelitian yang dilakukan Lady Ayu Anggraeni (2017), menunjukkan
?bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Tarif pajak juga diduga sebagai pengaruh kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak
- adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah rupiah pajak yang harus dibayar oleh wajib
pajak sesuai dengan dasar pajak atau obyek pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, tarif
pajak kemungkinan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan jumlah
persentase tarif pajak yang semakin besar, akan membuat wajib pajak semakin enggan

auntuk membayar pajak, apalagi keuntungan dari penjualan wajib pajak UMKM tidak

8
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terlalu besar. Penelitian terdahulu yang penulis gunakan dalam membandingkan hasil uji
pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ada dua. Hasil penelitian yang
jdilakukan oleh Rifa Arbangatin Hasanah (2016) adalah tarif pajak tidak berpengaruh
asecara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan
70Ieh Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviari (2019), hasilnya menunjukkan bahwa
tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Sanksi merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar
Ssuatu peraturan. Dengan begitu, sanksi perpajakan dapat dikatakan sebagai hukuman
::yang diberikan kepada orang atau wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan.
"Agar peraturan perpajakan yang terdapat di undang-undang dapat dipatuhi sebagaimana
harusnya, harus ada sanksi yang dibuat untuk para pelanggarnya. Pada undang-undang
perpajakan, ada dua jenis sanksi yang diberlakukan bagi pelanggarnya, yaitu sanksi
7;31dministrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda yang harus
dibayar pada saat itu juga, atau kenaikan tagihan perpajakan yang dibebankan pada
periode selanjutnya. Maka hal tersebut dapat memungkinkan sanksi perpajakan menjadi
salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya
jsanksi yang diterapkan pemerintah untuk para wajib pajak yang tidak memenuhi
?kewajiban perpajakannya, maka para wajib pajak akan berusaha untuk menghindari
wmsanksi tersebut dengan memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian terdahulu yang
;benulis gunakan dalam membandingkan hasil uji pengaruh sanksi pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak ada dua. Penelitian yang dilakukan oleh Nelsi Arisandy (2017)
menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak. Selanjutnya hasil penelitian Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviari (2019)

2)adalah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

9



"OWMIg| uizi eduey

undede ynjuaq wejep Ul siny eAJey yninyas neje uelbeqas yeAueqiadwawl uep ueywnunbuaw buede)iq ‘g

‘OyM|g| Jelem buek uebunuaday ueyibniaw yepny uediinbuad q

"yejesew niens ueneluly uep ynidy uesijnuad

‘uedode) ueunsnAuad ‘yerw eAsey uesnnuad ‘uennauad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uediynbusd e

:Jaquins ueyingaAuaw uep ueywniueduaw edue) 1ul siny eAJey yninias neje ueibeqgas diynbusw Buedeyiq *|

Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau
pengaruh tertentu kepada individu. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa
iIingkungan yang ada di sekitar tempat wajib pajak berada akan mempengaruhi wajib
apajak dalam melaksanakan kewajibannya (Cindy Jotopurnomo dan Yenny Mangoting,
?2013). Jika wajib pajak berada di lingkup orang-orang yang taat membayar dan
melaporkan pajak, wajib pajak juga secara tidak langsung pasti akan terpengaruh untuk
: fnelakukan hal yang sama. Penelitian terdahulu yang penulis gunakan dalam
imembandingkan hasil uji lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ada

iiidua. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rifa Arbangatin Hasanah (2016) menunjukkan

ibahwa lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan

buepun-buepun 1bunpunig exdig ey

kvvajib pajak. Sedangkan, Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013)
ffmenunjukkan hasil penelitiannya yaitu lingkungan wajib pajak berpengaruh signifikan
kterhadap kepatuhan wajib pajak.
B Identifikasi Masalah
| Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, terdapat
beberapa hal yang dapat diidentifikasikan sebagai masalah, yaitu:
1. Apakah pemahaman mengenai perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak pemilik online shop dalam membayar pajak?
w2. Apakah tarif pajak yang ditentukan pemerintah sudah sesuai dengan harapan para
v pemilik online shop?
3. Apakah tarif pajak yang ditentukan pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak pemilik online shop dalam membayar pajak?
4. Apakah kesadaran yang dimiliki wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak pemilik online shop dalam membayar pajak?

10
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5

. Apakah sanksi perpajakan yang diterapkan pemerintah berpengaruh terhadap

@ kepatuhan wajib pajak pemilik online shop dalam membayar pajak?

XL
2

C.

1NISu|) DY

(31D U] PN BX1IeWIPU| UBp S|us!g

VREIRTIE ead

. Apakah lingkungan di sekitar berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik

online shop dalam membayar pajak?

atasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penulis membatasi ruang

ingkup permasalahan sebagai berikut:

. Apakah pemahaman mengenai perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak pemilik online shop dalam membayar pajak?
Apakah tarif pajak yang ditentukan pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak pemilik online shop dalam membayar pajak?

. Apakah kesadaran yang dimiliki wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak pemilik online shop dalam membayar pajak?

D. Batasan Penelitian

zDalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

=1

g1nm

uepj Yim) exirew.ioju] uep sjus

. Obyek penelitian ini adalah wajib pajak pemilik online shop yang berjualan di

marketplace Shopee dan Lazada, karena dinilai lebih mudah untuk menghubungi

penjual.

. Berdasarkan aspek waktu, penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2021.

. Berdasarkan aspek amatan, penelitian ini memfokuskan pada data berupa kuesioner

yang dibagikan untuk para wajib pajak pemilik online shop di Shopee dan Lazada.
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E. Rumusan Masalah
@ Berdasarkan identifikasi dari batasan masalah di atas, maka masalah dapat

X
Zdirumuskan sebagai berikut:

eadid

‘Apakah pemahaman pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh

'erhadap kepatuhan wajib pajak pemilik online shop dalam membayar pajak?”’

Y

ujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah di atas adalah
sebagai berikut:
. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman mengenai perpajakan terhadap kepatuhan
wajib pajak pemilik online shop dalam membayar pajak.
. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik
online shop dalam membayar pajak.

. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran yang dimiliki terhadap kepatuhan wajib pajak

(919 YBDI >{IM) BYIEWIOJUI UEP SIYSig INISUD D) 18I

pemilik online shop dalam membayar pajak.

G§Manfaat Penelitian
;I
gAdapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
)
wl. Pembaca dan Peneliti Selanjutnya
=

Sebagai bahan referensi untuk dapat memberi pengetahuan dan informasi yang
dibutuhkan dalam mengkaji topik yang sejenis.

. Wajib pajak pemilik online shop
Agar dapat mengetahui dan memahami pentingnya pajak untuk pendapatan negara,

dan kemudian memiliki kesadaran untuk bisa mematuhi peraturan perpajakan.

12
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@ Dapat memberi masukan kepada pemerintah agar dapat memaksimalkan pendapatan
perpajakan yang saat ini sebagian besar diperoleh dari para pemilik online shop
13
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